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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi 

keterbukaan informasi dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri 

Bengkulu perspektif Fiqh Siyasah, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah 

sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan mengacu pada SK KMA 

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Struktur PPID telah dibentuk dan 

pelayanan dilaksanakan melalui PTSP serta sistem elektronik seperti 

website, SIPP, dan e-Court, termasuk penerapan klasifikasi informasi 

publik. Kebijakan ini mencerminkan reformasi birokrasi menuju 

pelayanan yang lebih transparan dan berbasis digital.  

2. Hambatan dan tantangan implementasi keterbukaan informasi masih 

masih terkendala keterbatasan SDM, infrastruktur, anggaran, serta budaya 

birokrasi yang masih berhati-hati dalam membuka informasi. Secara 

normatif telah berjalan sesuai aturan, tetapi pada aspek aparatur, sarana, 

dan budaya hukum masih perlu penguatan agar transparansi dan 

akuntabilitas lebih optimal. 

3. Dalam perspektif Fiqh siyasah, keterbukaan informasi di peradilan 

merupakan wujud amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keterbukaan 

menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan publik serta 

menjamin akses informasi yang setara bagi masyarakat. Penyediaan 
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informasi tentang hak pencari keadilan, biaya perkara, dan prosedur 

layanan menunjukkan perlindungan hak publik, sementara pembatasan 

melalui uji konsekuensi sejalan dengan prinsip kehati-hatian untuk 

mencegah kemudaratan. Dengan demikian, implementasi keterbukaan 

informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu tidak hanya sesuai hukum 

positif, tetapi juga selaras dengan nilai Fiqh siyasah dalam mewujudkan 

peradilan yang amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. 

B. Saran  

1. Pengadilan Negeri Bengkulu perlu mempertimbangkan pembentukan unit 

atau penunjukan petugas khusus PPID yang tidak merangkap jabatan 

struktural lain, khususnya di kepaniteraan. Dengan penugasan yang fokus, 

pelayanan informasi dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan 

profesional. Selain itu, pembagian tugas yang jelas akan meningkatkan 

akuntabilitas dan meminimalkan keterlambatan akibat beban kerja ganda. 

2. Untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam menentukan informasi 

terbuka atau dikecualikan, diperlukan pedoman teknis internal mengenai 

pelaksanaan uji konsekuensi. 

3. Perlu adanya pelatihan berkala bagi seluruh aparatur perlu dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik, 

prosedur pelayanan, serta prinsip reformasi birokrasi. Kegiatan ini tidak 

hanya bersifat teknis, tetapi juga bertujuan membangun budaya 

transparansi dan kesadaran bahwa keterbukaan informasi merupakan 

bagian dari tanggung jawab institusional. 
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